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 Publik seharusnya menjadi pihak yang paling diuntungkan 
dalam hal akses informasi melalui media massa pengguna 
frekuensi publik. Harapan mengenai peran media ini semakin 
penting dikala masa pemilu, sebagaimana dalam penelitian ini 
dibatasi pada hari pemungutan suara dengan memilih TV One 
dan Metro TV sebagai objek penelitian untuk menganalisis 
tentang konten tayangan dan pemaknaan yang dilakukan oleh 
media mengenai jalannya pemungutan suara pada 17 April 
2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
konstruktif, dengan metodologi analisis framing Robert N. 
Entman dengan disajikan secara deskriptif kualitatif. Temuan 
pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada upaya edukatif 
pada program siaran langsung yang terlihat pada pemilihan 
narasumber serta dialog yang dibangun oleh kedua media. 
Metro TV memaknai hari  pemungutan suara berjalan lancar 
dan kandidat turut mempengaruhi jalannya pemilu yang 
berjalan damai. Sementara itu, TV One membingkai Pemilu 
2019 masih berjalan dengan berbagai persoalan bagi pemilih 
yang harus memilih untuk lima jenis pemilihan yang berbeda. 
Penelitian ini juga menemukan bahwa media turut berperan 
dalam membingkai Pemilu 2019 yang terpusat pada Pilpres, 
daripada jenis pemilihan yang lain. Selain itu, kedua media ini 
juga memberikan ruang bagi pemiliknya menyampaikan pesan 
kepada publik yang juga merupakan tokoh partai politik 
nasional.  
Kata kunci: 
Pemilu 2019, televisi, 
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PENDAHULUAN 
Sekalipun televisi nasional di Indonesia rentan berpihak, masyarakat masih setia 
menjadikan televisi berita sebagai rujukan dalam mencari informasi, terutama saat pemilu 
sedang bergulir. Masyarakat sebagai konsumen informasi pun akan menjadi penerima infomasi 
politis kandidat yang ditayangkan oleh media, meskipun komunikasi politik yang dibungkus 
oleh media sebagai pemberitaan nyatanya sarat akan tendensi. Faktor terpenting yang membuat 
komunikasi bersifat politis adalah bukan saja mengenai tokoh politik sebagai sumber pesan, 
namun juga mengenai isi pesan dan tujuan didalamnya yang cenderung merupakan proses 
komunikasi yang mengandung motif. 
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Hubungan antara media dan peristiwa politik akan selalu terkait dengan jenis rezim yang 
ada di suatu negara. Dalam negara yang berada dibawah kepemimpinan otoriter, penguasa akan 
menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol media dan berbagai pemberitaan serta informasi 
mengenai peristiwa politik yang terjadi. Sebaliknya,  media akan mendapat perlakuan yang 
berbeda dalam sebuah negara demokrasi yang menempatkan media sebagai saluran informasi 
bagi masyarakat karena hak memperoleh informasi melekat pada setiap orang, dan di sisi lain 
media juga diharuskan menjadi jembatan penghubung antara khalayak dengan penguasa 
maupun berbagai pandangan lain dari pelaku politik yang menarik perhatian. Maka dari itu, 
media selayaknya dapat menempatkan dirinya sebagai pihak yang independen serta jauh dari 
intervensi negara dan kepentingan yang berkuasa serta mengutamakan kepentingan publik 
sebagai penerima pesan.  
Reformasi membawa masyarakat Indonesia ke arah transparansi dalam sistem informasi 
media, sekaligus meletakkan media sebagai otoritas baru di tengah masyarakat. Salah satu 
dampak bagi perubahannya adalah semakin menjamurnya ragam media dengan pengelolaan 
yang lebih independen. Dalam keadaan tertentu, media bahkan telah menjadi sistem sosial baru 
yang sangat dominan dan menjadi kebutuhan masyarakat dalam mengkonstruksi realitas (Farid 
dan Budianto;2011). Dikaitkan dengan hal tersebut, media merupakan rujukan bagaimana 
masyarakat mengkonstruksi realitas dalam kehidupannya, sementara realitas media merupakan 
realitas subjektif  yang dibangun baik berdasarkan faktor-faktor yang ada di dalam organisasi 
maupun berbagai faktor di luar media dan termasuk didalamnya adalah kepentingan politis. 
Dalam perkataan lain, berita dapat diartikan sebagai refleksi atas peristiwa yang terjadi atau 
cermin dari objektivitas, padahal tidaklah selalu demikian realitasnya.  
Lebih dari itu, proses peliputan, penghimpunan, pengolahan hingga disampaikannya 
sebuah peristiwa melibatkan beberapa aspek terkait sehingga membuahkan suatu produk 
informasi yang dikonsumsikan kepada  masyarakat luas. Dari sisi manapun, produksi informasi 
media melibatkan manusia didalamnya dan melekat kepentingan serta ideologi manusia yang 
mengakibatkan subjektifitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstruksi media 
merupakan hasil konstruksi manusia di dalam organisasi kerja media terhadap suatu peristiwa. 
Realitas yang diciptakan pun dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari 
dalam ataupun luar media, tergantung pada bagaimana media bersikap. Permasalahannya adalah 
setiap peristiwa yang diberitakan media selama ini masih dipandang sebagai apa adanya dan 
objektif oleh beberapa kalangan, padahal yang terjadi justru sebaliknya.  
Dalam ranah perpolitikan, media harus dapat menempatkan dirinya sebagai bagian dari 
proses komunikasi politik dan menjadikan kegiatan politik tersebut sebagai konsumsi khalayak 
yang disasarnya. Artinya, peristiwa politik semakin dekat dengan realitas masyarakat yang 
disampaikan oleh media. Semua kejadian politik menjadi konsumsi publik secara terbuka yang 
dihantarkan oleh media. Menurut Luhmann komunikasi merupakan suatu hal yang sangat 
penting dengan asumsi bahwa masyarakat baginya bukan tersusun dari manusia, melainkan 
tersusun oleh komunikasi. Luhmann secara khusus menulis mengenai media dalam bukunya 
The Reality of the Mass Media pada tahun 2000. Luhman berpendapat bahwa masyarakat 
modern digerakkan oleh media melalui konstruksi realitas yang diciptakannya. Media memberi 
masyarakat pengetahuan atas diri mereka sendiri dan dunia tempat tinggalnya. Luhmann 
menganggap media memiliki posisi yang begitu penting dalam masyarakat modern. Media 
adalah sistem yang mengkonstruksi realitas dalam masyarakat. Luhmann menulis bahwa segala 
hal yang kita ketahui mengenai masyarakat dan dunia tempat tinggal kita berasal dari media 
(Luhmann, 2000: 1).  
Perkembangan keberpihakan media televisi yang menggunakan frekuensi publik sebagai 
media untuk menjangkau masyarakat merupakan bagian menarik dari proses pemilu yang turut 
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menggerakkan perkembangan tatanan demokrasi dan dinamika politik di Indonesia, khususnya 
bidang komunikasi politik terutama pasca berakhirnya Era Orde Baru. Sekalipun kemenangan 
partai politik ataupun kandidat yang berkompetisi bukan hanya karena suksesi popularitas 
melalui media, namun peran media dalam menjangkau khalayak yang luas dan membangun 
persepsi dimasyarakat sangatlah kuat. Media dijadikan basis rujukan bagi masyarakat untuk 
mengenali partai politik dan personal kandidat melalui iklan, berita dan program siaran televisi 
lain yang mendukung pembentukan citra. Karena politik adalah persepsi, maka media sadar 
penuh mengenai perannya yang mampu menjangkau khalayak sekaligus membangun opini 
dimasyarakat tentang kandidat baik itu opini positif atau negatif. Bagaimanapun media 
memiliki peran, media merupakan organisasi yang berisikan orang-orang dengan subjektifitas 
yang tidak dapat dihindarkan, apalagi menjelang penyelenggaraan pemilu, banyak kepentingan 
politik internal dan eksternal yang tidak terhindarkan, selain faktor ekonomi atau faktor 
ideologi pers sebagai lembaga sosial, dimana dilema ini akan selalu ditemukan.    
Penyelenggaraan pemilu di Indonesia pada Tahun 2019 memasuki babak baru, dimana 
proses pengambilan suara dilaksanakan serentak untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden dalam satu hari yang sama yakni 17 April 2019. Pemilu ini 
membawa media untuk saling berlomba menciptakan ruang khusus dalam bentuk program 
acara, bukan saja untuk menarik perhatian penonton, namun juga mengangkat isu tertentu untuk 
disampaikan kepada khalayak.  
Lingkup informasi yang dibagikan ke masyarakat  pun beragam, mulai dari partai politik, 
lembaga penyelenggara, tokoh-tokoh politik, isu yang bergulir ditengah masa pemilu, hingga 
proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Media televisi akan menjadi pilihan untuk 
mencari informasi bagi masyarakat, hal tersebut didasari pada karakter media televisi yang 
mampu menayangkan informasi melalui visual, suara dan narasi yang saling melengkapi. 
Sekalipun media sosial juga mendominasi perhatian masyarakat, karakter media televisi mampu 
memberitakan informasi yang aktual dan konfirmatif kepada rujukan berita menjadikan 
keberadaannya masih memiliki ruang diantara paparan informasi dari  media sosial yang sangat 
beragam.  
Jika melihat pada pertimbangan perilaku media, kepemilikan media maupun tokoh 
politik menjadi salah satu dasar sikap media atas sebuah peristiwa. Fenomena pemilik media 
yang juga merupakan tokoh politik yang sedang bersaing pada minat dan dukungan 
masyarakat, dapat dilihat pada tahun 2014 dimana Surya Paloh dapat dikatakan sukses 
menggunakan Metro TV sebagai agen periklanan bagi partai ‘besutannya’, yakni Partai 
Nasdem. Sebagai partai baru, Partai NasDem bahkan mampu mengalahkan rival politik yang 
lebih senior seperti Partai Hanura dan Partai Persatuan Pembangunan seperti dijelaskan pada 
tabel berikut ini:   
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Tabel 1. Perolehan Suara Nasional Partai Politik Pemilu 2014 
Partai Politik  Perolehan 
Suara  
Persentase  
NasDem   8.402.812   6,72   
PKB   11.298.957   9,04   
PKS 8.480.204   6,79   
PDI-Perjuangan 23.681.471   18.95   
GOLKAR 18.432.312   14,75   
GERINDRA 14.760.371   11,81   
DEMOKRAT 12.728.913   10,19   
PAN 9.481.621   7,59   
PPP 8.157.488   6,53   
HANURA 6.579.498   5,26   
PBB 1.825.750   1,46   
PKPI 1.143.094   0,91   
Sumber: Data Sekunder dari KPU Tahun 2019   
Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bagaimana agenda media 
membawa masyarakat dalam keadaan seolah-olah tak berdaya menjadi penerima informasi 
yang belum tentu diinginkannya. Partai politik sebagai komunikator mempercayai bahwa 
media turut andil dalam suksesi parpol melalui berbagai pemberitaan yang disampaikan 
kepada masyarakat. Tentu bukan tanpa alasan partai masih menggunakan media untuk 
mempopulerkan partainya di tengah masyarakat hingga saat ini.  Pada penelitian-penelitian 
terdahulu analisis tentang pembingkaian berita yang dilakukan media menunjukkan bahwa 
kebanyakan media mengalami bias kepentingan. Komisi Pemilihan Umum sebagai pembuat 
aturan bagi peserta pemilu pun  hanya terfokus pada bagaimana mengatur durasi waktu yang 
sama bagi setiap peserta pemilu untuk berkampanye, sementara pemberitaan-pemberitaan 
yang muncul seolah menjadi panggung tokoh-tokoh penting yang dalam hal ini calon 
pasangan presiden dan wakil presiden yang didukungnya atau tokoh-tokoh lain yang 
berkepentingan, dengan melakukan berbagai upaya manipulatif agar tidak disebut sebagai 
pelanggaran ketentuan.   
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari KPI dan Dewan Pers  yang menyebutkan 
bahwa pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu Tahun 2019 mendapatkan porsi dan 
durasi yang lebih banyak dalam hal frekuensi pemberitaan oleh Metro TV dibanding pasangan 
calon Prabowo-Sandiaga Uno. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, KPI sebagai 
lembaga independen yang berkewenangan mengawasi dan menindak media khususnya 
lembaga penyiaran memanggil pihak Metro TV dan Grup MNC untuk melakukan klarifikasi, 
media tersebut berdalih bahwa ada permasalahan dilapangan dimana tim peliput dihalangi 
beberapa pihak tertentu untuk meliput sehingga muncul pada isi pemberitaan yang tidak 
proporsional.   
Sama halnya dengan Pilpres 2014, Pilpres 2019 menghadirkan dua pasangan calon yang 
sebelumnya pernah bertarung sehingga pemilu 2019 seperti menjadi adegan tanding ulang atau 
rematch antar kandidat. Dengan demikian sangat menarik untuk melihat peta dukungan media 
terhadap pasangan calon. Menakar peta dukungan media jika membandingkan hasil beberapa 
penelitian pada Pemilu Tahun 2014, sudah dapat dilihat bahwa ada pasangan yang 
diuntungkan melalui media televisi yang mengarah keberpihakannya. Sementara itu 
berdasarkan rilis survei Indikator Indonesia nampak bahwa televisi masih menjadi media yang 
jamak dipakai masyarakat untuk mencari informasi mengenai masalah-masalah politik dan 
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pemerintahan, kemudian diikuti dengan internet, koran dan radio. Berdasarkan rilis lembaga 
survei tersebut pula, TV One dipersepsikan oleh responden sebagai media televisi paling 
terpercaya sebagai penyampaian pemberitaan mengenai masalah politik, pemerintahan dan 
sosial, sementara Metro TV menduduki peringkat kelima. Disisi lain, berdasarkan survei 
Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, 
dari evaluasi berdasarkan hasil survei periode III Tahun 2018 menunjukkan bahwa program 
siaran kategori berita sudah mencapai standar kualitas yang baik yang ditetapkan oleh Komisi 
Penyiaran Indonesia.  
Telah banyak penelitian yang mengungkap peran politis media massa terutama saat 
penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian oleh Susilawati Belekubun (2015) mengungkap 
besarnya peranan media dalam membentuk opini tokoh partai politik terhadap keberpihakan 
TV One dan Metro TV, dan tingkat keberpihakan TV One dan Metro TV sebagai televisi 
nasional dalam Pilpres Tahun 2014. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ayub Dwi 
Anggoro (2014) yang menjelaskan peran Metro TV politik TV One dalam membangun opini 
publik mengenai kandidat-kandidat pada Pemilu 2014. Penelitian selanjutnya oleh Intan 
Permata Sari (2018) yang mengambil topik realitas media dalam Pemilu 2014. Penelitian 
tersebut menggambarkan bagaimana kemenangan Jokowi pada tahun 2014 tidak bisa 
dilepaskan dari pemberitaan mengenai dirinya di media, khususnya media online. Media 
online bertugas mengonstruksi pikiran pembaca mengenai karakter pemimpin ideal untuk 
Indonesia. Penelitian tersebut memberikan gambaran keterlibatan media khususnya media 
online dalam memenangkan calon presiden serta wacana/isu yang mereka bangun guna 
memperlihatkan kelebihan dan menutupi kekurangan calon presiden tertentu. Penelitian lain 
mengenai pemberitaan-pemberitaan Kompas.com tentang Partai PDIP. Pernyataan pakar 
poitik oleh media dapat dibingkai dan dipersepsikan tertentu (Ali Sodikin;2014). Dalam hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Karman (2013) dijelaskan bahwa ideologi yang dimiliki media 
mempengaruhi konstruksi realitas yang disampaikan ke khalayak. 
Berdasarkan penelitian dengan topik mengenai peran media, menyisakan ruang kosong 
dimana perhatian penelitian sebelumnya mengangkat isu mengenai framing serta efek media 
dilihat dari sudut pandang khalayak dan efek media. Penelitian ini berusaha mengangkat isu 
ruang redaksi lembaga penyiaran khususnya Metro TV dan TV One serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi sikap orang di dalam organisasi media sehubungan dengan Pemilu Tahun 2019 
yang belum pernah diangkat dalam penelitian sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk 
mengangkat topik bagaimana Metro TV dan TV One melakukan konstruksi pemberitaan pada 
hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. 
 
METODE 
Penetapan metode penelitian sangat penting agar peneliti dapat menemukan jawaban 
atas pertanyaan- pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, seperti 
Afrizal (2014) metode penelitian adalah “Cara yang dipakai oleh para peneliti untuk 
memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan– pertanyaan penelitiannya”. 
Berdasarkan definisi tersebut, pendekatan penelitian ini menggunakan perspektif kritis dalam 
penelitian analisis framing, kemudian konstruktivis dalam penelitian perilaku media. Kedua 
varian pendekatan tersebut berada dalam satu rumpun dalam pendekatan interpretif (subjektif). 
Pendekatan subjektif muncul berdasarkan anggapan bahwa manusia berbeda dengan suatu 
benda. Manusia dianggap bebas dan aktif dalam berperilaku dan memaknai realitas sosial. 
Paradigma subjektif ini menekankan mengenai individu selalu memaknai terhadap perilaku 
yang terjadi. Dua pendekatan digunakan untuk saling mengklarifikasi atas temuan dalam 
penelitian, kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dengan 
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metode tersebut akan didapatkan uraian yang jelas, lengkap dan mendalam bagaimana 
konstruksi realitas pemberitaan yang dilakukan Metro Tv dan TV One. Pada penelitian ini, 
paradigma kritis paling memungkinkan untuk mengungkapkan fakta-fakta sosial secara 
komprehensif dan memberikan penjelasan yang menempatkan manusia pada posisi yang 
selayaknya. Secara kelembagaan media massa sebagai objek penelitian ini berisikan orang-
orang media yang akan ditelaah dengan paradigma kritis dalam mengungkapkan pola perilaku 
berdasarkan karya-karya jurnalistik dalam pemberitaan yang disampaikan kepada publik. 
Penelitian dibangun dengan asumsi Metro TV memiliki agenda politik untuk 
menangkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden petahana yakni Joko Widodo dan Ma’ruf 
Amin, sementara TV One menimbulkan keraguan mengingat bahwa dalam hal tingkat 
kepuasan berada diperingkat tertinggi berdasarkan survei Indikator Indonesia, namun 
berdasarkan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi menunjukkan bahwa media ini 
partisan pada kandidat tertentu. Sementara itu, penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian 
deskriptif, karena dirasa lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang 
membutuhkan studi mendalam yaitu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai 
dengan teori-teori yang terdapat pada penyajian data (Bungin, 2008). Pada level institusional 
media, peneliti menggali informasi dan melakukan wawancara kepada tim produksi atau 
wartawan pada kedua media objek penelitian. Wawancara yang dilakukan hendak menggali 
dan mencari tahu bagaimana media memproduksi berita dan pertimbangan-pertimbangan yang 
mempengaruhi pemilihan dan pemilahan informasi yang hendak disampaikan kepada 
khalayak. Wawancara kepada informan dilakukan secara semistruktur, daftar pertanyaan telah 
ditetapkan, namun dapat berkembang pada pertanyaan yang tetap berkaitan dengan tujuan 
penelitian sehingga tetap terarah.  Penelitian ini menggunakan dua jenis unit analisis. Unit 
analisis yang pertama adalah konten berita yang ditayangkan sesuai dengan batasan penelitian 
yang sudah dibuat yakni program tayangan jurnalistik Memilih Pemimpin Negeri oleh Metro 
TV dan Rakyat Memilih yang ditayangkan oleh TV One. Kedua tayangan merupakan siaran 
langsung dari studio kedua media dan juga laporan langsung oleh masing-masing pewarta 
dibeberapa lokasi TPS.   
Unit analisis selanjutnya adalah pada level mereka yang terlibat dalam proses produksi 
berita, baik secara eksternal maupun internal. Lingkup unit analisis tetap dibatasi pada konteks 
Pemilu 2019 dan motivasi yang membangkitkan arah perilaku media berdasarkan hasil 
wawancara yang diperoleh.  Sebagai data primer adalah rekaman tayangan program Memilih 
Pemimpin Negeri di Metro Tv dan tayangan program Rakyat Memilih di TV One. Sehubungan 
tujuan penelitian, metode pengumpulan data yakni pengunduhan video tayangan pada setiap 
channel resmi masing-masing media di platform Youtube.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 
Menganalisa tayangan yang dipersiapkan oleh dua media televisi selalu didasari temuan 
dari penelitian terdahulu. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, terutama pada masa 
Pemilu Tahun 2014, kedua media memiliki rekam jejak atas keberpihakan berdasarkan materi 
berita yang ditayangkan, dan pemaknaan yang dibangun atas berita tersebut. Maka dari itu, 
asumsi bahwa Metro TV mendukung pasangan calon Jokowi - Ma’ruf Amin serta TV One 
mendukung pasangan Calon Prabowo – Sandi menjadi dasar pemikiran bagaimana analisa atas 
realitas yang diciptakan media pada penelitian ini. Hal ini didasari pula bahwa apapun 
alasannya, baik itu ekonomis, maupun ideologis, media selalu turut serta dalam menampilkan 
realitas yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan realita 
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sesungguhnya. Terbatasnya ruang dan waktu sesungguhnya merupakan aspek dasar bagaimana 
media terbiasa dalam meringkaskan realitas, namun lain halnya ketika realitas itu ditampilkan, 
sebenarnya kompleksitas faktor yang mempengaruhi, namun dipastikan tak jauh dari faktor 
ideologis atau ekonomis.    
 Sesuai dengan rencana penelitian, pengamatan atas tayangan yang akan dijadikan 
materi analisis framing atas proses pemungutan suara adalah tayangan yang disiarkan pada 
pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang diperoleh dari rekaman langsung oleh 
peneliti maupun dari hasil unduhan dari situs penyedia video Youtube yang diunduh langsung 
dari saluran resmi dari TV One yakni TV OneNews serta saluran resmi Metro TV di Youtube 
yakni Metrotvnews. Selama kurun waktu observasi yang dilaksanakan secara bertahap 
periodik di bulan Desember 2019, kedua televisi berita tersebut menampilkan berbagai 
tayangan yang secara umum merupakan laporan langsung/live report di beberapa TPS, 
perbincangan dengan narasumber di studio dengan tetap menampilkan grafis berupa 
prosentase hitung cepat, sekalipun hasil hitung cepat baru boleh ditayangkan mulai pukul 
15.00 WIB atau dua jam setelah jadwal pemungutan suara selesai untuk wilayah Indonesia 
bagian barat.  
TV One menayangkan program tayangan yang pada prinsipnya sama dengan Metro TV, 
yakni dialog narasumber distudio masing-masing secara langsung serta tayangan live report 
dari beberapa lokasi TPS. Tayangan yang khusus yang dipersiapkan tim di TV One yakni 
Program Spesial Rakyat Memilih, yang merupakan tayangan langsung yang menampilkan 
informasi tentang perkembangn proses pemilihan umum diberbagai wilayah di Indonesia, 
perbincangan dengan narasumber pakar dengan moderator dari presenter berita secara 
bergantian. Sebagaimana promo program tayangan dihari sebelumnya, program khusus pada 
hari pemungutan suara ini dimulai pukul 08.00 WIB yang ditayangkan langsung dari studio 
TV One. Setidaknya pada perbincangan di studio menghadirkan, Mantan Komisioner KPU 
Endang Sulastri, Pemantau Pemilu Kaka Suminta, dan pengamat komunikasi politik Effendi 
Gazali sebagai narasumber yang diundang oleh TV One sebagai pengisi acara yang 
menyampaikan sudut pandang mereka sesuai latar belakang pengalaman tentang pemilu yang 
dimiliki. Selain itu, TV One juga mengundang perwakilan dari lembaga survey, yakni 
Burhanuddin Muhtadi dari Indikator, Rico Marbun dari Median, dan Pimpinan Lembaga 
Kajian Kebijakan Para Syndicate, Ari Nurcahyo. yang telah ditentukan.  
Kemudian penelitian ini mendiskripsikan, meringkas berbagai situasi yang ditampikan 
oleh media sebagai objek penelitian. berdasarkan kondisi dan situasi yang ditampilkan media 
tersebut ditarik kesimpulan atas bagaimana kondisi tersebut dimaknai oleh media yang 
terungkap pada narasi yang disampaikan oleh media melalui pemandu acara, pertanyaan 
kepada narasumber dan tanggapan atas jawaban dari narasumber. Dibangun dengan asumsi 
bahwa TV One merupakan media yang berpihak kepada pasangan calon Prabowo – Sandi, 
maka akan dilakukan observasi visual dan narasi yang diungkapkan oleh pemandu tayangan 
maupun narasumber yang hadir dibandingkan dengan pasangan calon Jokowi – Ma’ruf Amin.  
Menjelaskan mengenai framing konsepsi Entman adalah adanya yang dihilangkan, dan ada 
yang ditonjolkan, sehingga muncul pesan yang terseleksi. Sebagaimana konsepsi tersebut, TV 
One memilih topik bahasan mengenai pakaian yang dikenakan Ma’ruf amin berwarna putih. 
Seleksi pesan yang dipilih oleh TV One menjadi topik bahasan didalam studio yang 
menyertakan Effendi Gazali, Rico Marbun, Burhanudin Muhtadi dan Ari Nurcahyo.  
sebagaimana framing TV One saat live report ketika Ma’ruf Amin memberikan hak pilihnya, 
tergambar pesan yang dipilahnya diantara bermacam hal mengenai kandidat yang dapat 
disampaikan. Pemilihan pesan media tersebut dari sudut pandang TV One merupakan upaya 
mengingatkan kembali mengenai ajakan kedua paslon untuk menggunakan baju putih ke TPS. 
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Selain itu, jika dianalisis berdasarkan segmentasi target khalayak kedua TV One yakni remaja 
dan ibu rumah tangga, maka tak pula dapat disalahkan mengapa TV One menyeleksi isu untuk 
kemudian disampaikan kepada khalayak, mengingat target khalayak kedua TV One adalah 
kalangan ibu rumah tangga dan remaja, pembahasan mengenai penampilan menjadi topik 
pembahasan yang tidak me.  
Menganalisis bagaimana framing media TV One dalam program spesial khusus pada 
hari pemungutan suara 17 April 2019, secara garis besar tayangan berisi materi informasi 
dilapangan saat beberapa tokoh memberikan hak pilihnya. Sama halnya dengan Metro TV 
yang juga menyampaikan live report jalannya proses pemungutan suara di TPS kedua Paslon 
Presiden dan Wakil Presiden, TV One juga menayangkan laporan langsung dari lokasi 
beberapa tokoh ketika memberikan hak pilih, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 
Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, Caleg Partai PDIP Guruh Soekarno 
Putra yang juga memberikan hak pilih di TPS yang sama dengan Sandiaga Uno, Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan 
Hamengkubuwono X.   Selain live report, tayangan langsung dari studio TV One 
menampilkan dialog mengenai jalannya pemungutan suara terutama mengenai perbedaannya 
dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Materi dialog berpusat pada teknis pemungutan suara, 
permasalahan penggunaan hak pilih dan mengenai penayangan hasil hitung cepat oleh 
lembaga survei yang diperbolehkan ditayangkan setelah pukul 15.00 WIB. TV One 
menayangkan program Rakyat Memilih dengan menampilkan prosentase hasil survei Pilpres 
Tahun 2019 pada empat lembaga survey yakni Kedai Kopi, Poltracking, Median, dan 
Indikator. Sebelum pukul 15.00 WIB prosentase hitung cepat ditampilakan dengan tampilan 
prosentasi berada pada angka 0%.  Jika merujuk pada framing paslon Pilpres 2019, ada 
ungkapan TV One yang hendak disampaikan pada saat visual sedang ditampilkan live report 
paslon ketika di TPS. Alih-alih menjelaskan mengenai profil paslon, TV One lebih 
mengumbar pernyataan dari presenter di studio yang menanggapi tayangan yang sedang 
ditampilkan. TV One mengulas penampilan tampilan Ma’ruf Amin, sementara tentang 
Sandiaga Uno mengenai lamanya memberikan suara di bilik suara dibandingkan dengan 
Prabowo. Secara visual, baik Paslon 01 dan Paslon 02 mendapatkan porsi yang sama dan 
tayangan yang ditampilkan juga serangkaian hingga sesi wawancara dengan awak media 
setelah paslon memeberikan hak suara.    
Metro TV sama halnya dengan TV One mempersiapkan program khusus bertajuk Live 
Event “Memilih Pemimpin Negeri”. Jauh lebih awal daripada Program yang disiarkan oleh TV 
One, program acara Live Event “Memilih Pemimpin Negeri” dimulai pukul 06.00 WIB 
dengan konsep secara umum sama dengan TV One, yakni dialog antara narasumber pakar dan 
pengamat politik dengan dua orang pemandu acara inhouse dari Metro Tv serta live report dari 
berbagai wilayah di Indonesia mengenai penyelenggaraan pemungutan suara di TPS. Metro 
TV yang dalam penelitian ini diasumsikan sebagai pendukung Paslon 01 mendapatkan sudut 
gambar yang lebih dekat dengan kandidat Jokowi maupun Ma’ruf Amin, bahkan Metro TV 
juga menampilkan proses perjalanan Ma’ruf Amin dari kediaman hingga mencapai lokasi 
TPS. Sehingga asumsi lanjutan atas hal tersebut adalah adanya kedekatan awak media Metro 
TV dengan paslon 01. Sementara untuk live report di TPS Jokowi, Metro TV mendapatkan 
bidikan kamera jarak dekat. Sementara untuk peliputan pada saat Prabowo memberikan suara 
di TPS, Metro TV tidak mendapatkan gambar dengan jarak dekat, bahkan pada saat 
wawancara tidak mendapatkan gambar Prabowo dengan baik, hingga sesi wawancara Prabowo 
dengan awak media dialihkan dengan jeda iklan komersial. Hal ini menjadi pertanyaan apakah 
benar Prabowo memberikan ruang gerak yang terbatas bagi awak media, khususnya Metro TV 
sebagaimana desas-desus yang terjadi pada Pemilu 2014 sebelumnya.   
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Menganalisa atas kedua media menampilkan program khusus mengenai proses 
pemungutan suara ada beberapa hal yang dapat diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan 
terlihat pada tayangan yang ditampilkan. Secara garis besar tayangan mengenai kedua 
kandidat pilpres memberikan hak pilihnya mampu disampaikan secara visual oleh kedua 
televisi ini. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam hal pengambilan sudut gambar, 
pemilihan topik dalam dialog dengan narasumber serta laporan-laporan langsung dari TPS-
TPS beberapa tokoh politik dibeberapa wilayah di Indonesia. Gambaran dan narasi atas Pilpres 
Tahun 2019 oleh media akan selalu dibatasi oleh karena dua hal utama, yakni keingintahuan 
khalayak atas informasi dan agenda setting media. Agenda setting media memerankan faktor 
penting bagaimana Metro TV menampilkan, memberitakan dan memilah informasi. Metro TV 
yang tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan pemiliknya sebagai Ketua Umum Partai 
NasDem, dengan begitu secara gamblang media ini berperilaku sama dengan Pemilu Tahun 
2014. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana pemilihan sosok-sosok tokoh politik yang 
dijadikan tayangan live report dilokasi TPS. Beberapa tokoh yang kemudian ditampilkan pada 
tayangan di Metro TV pada hari pemungutan suara diantaranya adalah Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar 
Parawansa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru,Wakil Presiden Yusuf Kalla,  Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga anak ketiga Jokowi Kaesang Pangarep. Adapun 
tokoh-tokoh yang terpilih oleh Metro TV untuk ditayangkan dalam live report dari TPS adalah 
tokoh yang telah tegas menunjukkan sikap politiknya mendukung Paslon Jokowi – Ma’ruf 
Amin dan menjabat sebagai bagian dari tim kampanye. Maka pemilihan tokoh ini memperkuat 
dugaan bahwa Metro TV sekedar mengulang strategi agenda media sebagaimana dijalankan 
pada Pemilu 2014.   
Pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 merupakan elit politik 
dengan memiliki latar belakang yang beragam dan citra diri yang kuat ditengah publik. Sebagai 
televisi berita, TV One dan Metro TV tentu akan selalu menyadari bahwa publik menaruh 
perhatian khusus, karena pada dasarnya publik ingin mengenal kandidatnya, dan rasa 
keingintahuan tersebut terpenuhi oleh media. Disisi lain, padatnya informasi tentang dinamika 
politik bukan saja bagian dari tingginya permintaan publik, namun juga harapan elit yang 
berkontestansi untuk menyampaikan pesan politik sekaligus mencapai popularitas. Apakah 
mereka menunggangi kandidat paslon presiden dukungannya, atau karena memang juga sedang 
menggunakan media sebagai perantara penyampai pesan atas kepentingan kandidasi pribadi, 
hanya mereka yang tahu. Oleh karena itu media, aktor politik dan publik memiliki hubungan 
yang saling menguntungkan. Hubungan tersebut ternyata meninggalkan kerugian terbesar bagi 
publik. Kenapa begitu, publik merupakan insan yang pasif atas pesan media. Riuhnya pesan 
media menempatkan publik tidak bisa memerdekakan diri, publik selalu akan dijejali beragam 
pesan, sekalipun mereka tak menginginkannya. Perdebatan mengenai keberadaan media arus 
utama sudah tidak lagi penting untuk diuraikan, karena media konvergensi telah menjadi 
jawaban atas persoalan disrupsi yang jamak dibahas diruang publik. Media sebagai organisasi 
naungan pers dalam menyampaikan informasi yang faktual, bukan saja akan menjadi 
penyampai informasi, namun sebagai rujukan terakhir atas spekulasi dari berbagai desas-desus 
yang muncul diruang publik sebagai imbas liarnya media sosial menempatkan publik bukan 
saja sebagai penerima pesan, namun juga pengolah informasi.  Peliputan masa pemilu 
merupakan masa kejayaan bagi elit politik yang turut serta dalam kontestansi. Aktor politik 
memiliki banyak pesan yang hendak disampaikan kepada target pemilihnya, media merupakan 
jawaban atas kebutuhan tersebut. Selain menguntungkan kedua belah pihak, pada hal pesan para 
aktor politik akan selalu terbatas, karena aturan durasi dalam media televisi atau radio, ataupun 
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keterbatasan jumlah kolom yang disediakan pada media cetak. Belum lagi pesan para aktor 
politik akan diproduksi ulang oleh para jurnalis dan editor.    
Media akhirnya akan menampilkan aktor politik tertentu diantara berbagai aktor politik 
yang saling berlaga mencari perhatian publik. Pemilihan aktor tersebut juga memiliki alasan 
spesifik demi kepentingan media dan keberlangsungan media tersebut ditengah publik yang 
terpecah pada aneka jenis konten yang disediakan media internet. Selain itu, keberadaan media 
yang bias kepentingan tidaklah dapat dipungkiri, mengingat pemilik media banyak pula 
menjadi bagian dari percaturan politik dan pada akhirnya media menjadi salah satu senjata 
yang digunakan untuk kepentingan publisitas partai politik atau kandidat yang diusungnya. 
Selain itu,  jika media memiliki kesamaan secara ideologi pada partai politik atau aktor politik 
pada akhirnya akan memunculkan sikap media yang condong memilik aktor-aktor tertentu 
yang sepaham dan menjadikan opini aktor tersebut sebagai rujukan opini media. Pemberitaan 
yang ditayangkan kedua media ini lebih pada menyampaikan informasi mengenai berbagai 
kegiatan pemungutan suara di beberapa TPS.  
Peran lain yang diperankan media pada pemberitaan hari pemungutan suara adalah 
pendidikan politik, terlihat pada pemilihan topik dalam dialog dengan narasumber yang 
diundang, serta pemilihan narasumber itu sendiri. Terlihat pada tayangan Metro TV beberapa 
narasumber diundang untuk berdialog bersama pemandu acara internal Metro TV, diantaranya 
adalah Pengamat Komunikasi Politik Gun Gun Heryanto, Pengamat Politik LIPI Hermawan 
Sulistyo, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang. Pemilihan 
narasumber menunjukkan usaha Metro TV untuk menyampaikan pesan edukatif mengenai 
Pemilu Tahun 2019 melalui dialog yang dibangun selain live report di TPS tempat beberapa 
tokoh publik memberikan hak pilih. Sama halnya dengan TV One, Metro TV bekerja sama 
dengan enam lembaga survei untuk ditampilkan perolehan hitung cepat, yakni LSI Denny JA, 
Indobarometer, Charta Politika, SMRC, Poltracking, dan Voxpol.  Secara umum topik yang 
dibahas bersama narasumber mengenai norma politik, nilai demokrasi dalam pemilu hingga 
persoalan teknis mengenai memberikan hak pilih. Selain dialog dengan narasumber, laporan 
langsung dari TPS menunjukkan bagaimana Metro TV memilih objek beritanya dengan 
menampilkan beberapa tokoh yang secara nyata telah menunjukkan sikap politik mendukung 
Paslon Jokowi Ma’ruf Amin. Tidaklah langsung akan disimpulkan bahwa Metro TV 
akomodatif atas keseluruhan kepentingan politik Jokowi – Ma’ruf Amin, karena pemboikotan 
Metro TV oleh Tim BPN sehingga mempengaruhi ruang gerak jurnalis dilapangan. Persoalan 
ini tercermin juga dalam hasil pengambilan gambar Metro TV yang tidak dapat menjangkau 
lebih dekat ketika Prabowo memberikan hak suara di TPS 41 kampung Curug, Bojong 
Koneng, Bogor. Lebih jauh dari itu, bahkan sesi wawancara setelah memberikan hak pilihpun 
tidak berhasil ditampilkan dengan lengkap dalam tayangan Metro TV, sangat berlainan dengan 
TV One yang berhasil mendapatkan visual lebih baik saat Prabowo memberikan hak pilih 
maupun setelahnya.   
 
PEMBAHASAN  
Menganalisa konten berita dan perilaku media secara kritis menjadikan penelitian ini 
semakin mendalam. Perspektif kritis memahami bahwa sebuah karya media bukan saja 
gambaran operasionalisasi proses awak media meliput kegiatan tokoh tertentu. Kajian kritis 
akan menggali lebih dalam mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi terbitnya konten 
untuk ditayangkan. Lebih jauh lagi, selalu ada dominasi atas perilaku individu dalam sebuah 
organisasi, yang dalam hal ini pekerja didalam media, tanpa menambahkan kesan frontal 
adanya penindasan pemilik media kepada mereka.  Idealnya, media sebagai penyampai 
informasi bagi publik menjadi mata dan telinga semua yang sedang dipertarungkan pada 
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Pilpres 2019. Konten isu yang diharapkan tampil bukan sekedar ketidaksamaan pandangan 
tentang isu yang sedang ramai, namum juga mencerdaskan cara pandang publik melalui 
gagasangagasan sebagai senjata membangun negara dalam pemerintahan yang akan 
dipimpinnya. Prinsip media yang mendidik, menghibur, informatif sekaligus kontrol sosial 
diharapkan tercermin dari tayangan dimunculkan. Tugas mulia sebenarnya diemban media 
sebagai penyampai informasi sekaligus mencerdaskan publik, kenyataannya adalah ruang 
publik diisi dengan berbagai sepak terjang para tokoh politik demi mencapai popularitas yang 
berujung pada elektabilitas. Sangatlah terbatas ruang bagi akademisi, pakar politik dan 
ketatanegaraan untuk menyampaikan informasi yang mendidik bagi pemilih untuk menyikapi 
Pemilu Tahun 2019 dengan rasional.   
Dikaji dari level pemberitaan, penunggangan media oleh pemiliknya yang dengan 
mudah dapat dibuktikan adalah adanya live report pada kedua konten tayangan dalam 
penelitian ini. Kedua media menyiapkan ruang tersendiri bagi pemilik media kala memberikan 
hak pilihnya di TPS. Bukan hanya itu, program tayangan juga memberikan ruang tersendiri 
bagi ‘bos’ mereka untuk memberikan opininya. Jika demikian, Metro TV dan TV One juga 
merupakan sarana bagi pemiliknya bukan saja untuk mendapat popularitas, namun juga 
mendapatkan medium menyampaikan pesan, sementara tokoh politik partai politik yang turut 
dalam kontestasi Pemilu 2019 dan saling memperebutkan suara pemilih tidak mendapatkan 
hak istimewa tersebut.  
Posisi media jika ditilik dari sudut pandang demokrasi, merupakan pilar keempat 
sebagai fungsi kontrol sosial. Sementara itu, sebuah negara dikatakan demokrastis ditunjukkan 
dengan sedikitnya campur tangan negara terhadap publik, sebaliknya semakin besar peran 
negara dalam mengatur warganya menunjukkan adanya potensi kepemimpinan otoriter yang 
lemah dalam mempraktekkan check and balance dalam sistem pemerintahannya. Demokrasi 
akan menempatkan kebebasan sebagai landasan utama setiap kebijakan publik yang akan 
diambil negara, sama halnya dengan kebebasan media dan bagaimana sikap media. Kemudian 
jika melihat peran negara Indonesia mengatur tentang penyiaran dan jurnalistik, maka ada 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran. Lembaga yang diberi kewenangan mengatur penyiaran yakni Komisi 
Penyiaran Indonesia, sedangkan lembaga sebagai wadah pengembangan dan kemerdekaan 
pers dibentuk Dewan Pers sebagai bagian pelaksanaan amanat negara yang tertuang dalam 
UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999.  
Selanjutnya, jika ditarik pada konteks pemilu, maka lembaga ini juga akan saling 
berkepentingan dalam melaksanakan pengawasan bersama dengan KPU dan Bawaslu dalam 
mengawasi jalannya kampanye pada Pemilu Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Bersama 
antara KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan 
Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 
tanggal 25 September 2018.  Secara garis besar gugus tugas dalam bentuk tim kerja lintas 
lembaga tersebut bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, 
dan iklan kampanye Pemilu Tahun 2019 di lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers 
nasional demi terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil.  Jika merunut tugas dan fungsinya 
berdasarkan perundang-undangan, keempat lembaga ini merupakan lembaga yang diberikan 
batasan yang jelas, namun perdebatan yang terjadi ketika dihadapkan pada publik, salah 
satunya adalah ketika membicarakan kampanye pemilu di media televisi terutama televisi 
berita seperti TV One dan Metro TV.  
Pengertian kampanye pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah 
kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan 
pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Pada 
Hari pemungutan suara dalam bingkai media televisi 
45 | SOSIOHUMANIORA Volume 7 (1), Februari 2021 | LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 
konteks kampanye pemilu, batasan mengenai lokasi dan masa kampanye dapat terukur dengan 
jelas, lain halnya dengan citra diri. Politik tak bisa dijauhkan dari citra diri, dan citra diri 
dibentuk salah satunya melalui media. Media terutama televisi memiliki peran yang 
menentukan dalam pembentukan citra kandidat. Media memiliki peranan yang sangat besar 
untuk memutuskan siapa yang akan menjadi calon dalam pemilu, siapa yang populer ditengah 
masyarakat, ukuran tersebut bermuara pada media yang membawa para tokoh politik kesetiap 
rumah. Melalui media, khususnya televisi bisa diciptakan calon mana yang favorit. Dengan 
kata lain, medialah yang turut serta membangun persepsi publik atas kandidat yang saling 
merebutkan suara pemilih. Satu hal lain yang juga dipahami bersama adalah, politik adalah 
mengenai persepsi, dan persepsi selain dibentuk secara personal, tapi media turut memerankan 
peran pembentukkannya.  Sejalan dengan itu, penyebarluasan informasi tentang calon oleh 
media sangat erat hubungannya dengan pengetahuan pemilih tentang calon selama kampanye. 
Media memainkan peran besar dalam menjadikan sejumlah kandidat, dengan karakter tertentu 
lebih menonjol dibandingkan dengan kandidat lainnya. Sementara bagi penyelenggara pemilu, 
citra diri dalam kampanye ditempatkan secara teknis berupa adanya nomor urut dan gambar 
atau foto kandidat. Pembatasan tersebut menimbulkan dilema secara sosial, namun bagi 
batasan tersebut merupakan wujud penegasan atas perannya pada Masa Kampanye Pemilu 
Tahun 2019.  
Merujuk pada hasil kesepakatan bersama antara Bawaslu, KPU, Dewan Pers dan KPI, 
citra diri dalam kampanye oleh kandidat Peserta Pemilu Tahun 2019 direpresentasikan dalam 
bentuk Gambar/Foto dan Nomor Urut. Dilema yang terjadi adalah kesepakatan bersama 
tersebut meletakkan tugas yang terperinci dan terbatas bagi penyelenggara khususnya Bawaslu 
dalam penindakan atas pelanggaraan kampanye, disisi lain ada ruang bagi kandidat untuk 
menciptakan metode baru dalam berkomunikasi untuk kepentingan elektabilitas. Sebagai 
contoh, sebagai seorang konglomerat media, Hary Tanoesodibjo memberitakan beberapa 
kegiatan sosial pada masa kampanye, namun kemudian dianggap bukan bagian dari kampanye, 
karena tidak terpenuhinya unsur Citra Diri yang ditafsirkan oleh Gugus Tugas Pengawasan 
berupa Gambar atau Foto Peserta Pemilu dan Nomor Urut secara kumulatif, namun jika hanya 
salah satu unsur yang terpenuhi, maka tidak menjadi bagian dari lingkup kampanye. 
Sesederhana hal tersebut bagi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu memudahkan 
memilah tindakan Peserta Pemilu yang telah melanggar aturan Kampanye Pemilu. Lalu 
bagaimana dengan KPI dan Dewan Pers melakukan pengawasan dan penindakan?. Selain 
pemahaman bersama mengenai Citra Diri sudah disepakati, ada ruang kosong berupa “berlaku 
adil dan berimbang” bagi lembaga penyiaran memberitakan Kampanye Pemilu.  Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 289 menguraikan bahwa lembaga penyiaran tidak 
memihak kepada salah satu Peserta Pemilu dan memberikan kesempatan pemberitaan kepada 
semua Peserta Pemilu secara proporsional. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa media juga 
turut fokus pada pemberitaan Pilpres daripada empat jenis pemilu yang lain, belum lagi tokoh-
tokoh publik sebagai media darling.    
Pencitraan politik yang bersifat persuasif melalui media dengan penampilan di televisi 
maupun sosial media semakin melemahkan daya tangkal khalayak. Terpaan media terhadap 
khalayak ternyata membuat banyak individu khalayak semakin tidak berdaya. Terpaan media 
terhadap khalayak memilik banyak aspek yang membuat dirinya penting dalam kehidupan 
politik dan pencitraan politik, terutama karena daya jangkau media yang sangatlah luas dalam 
menyebarkan berita, maupun opini dari tokoh politik. Selain itu, media mampu 
melipatgandakan pesan politik yang berisi pencitraan dengan jumlah yang besar, dan sekaligus 
menciptakan wacana politik pada khalayaknya, dalam menjalankan fungsinya sebagai agenda 
setter. Pesan politik yang ditayangkan melalui proses framing merupakan praktek agenda 
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setting. Demikian juga citra dan berkaitan dengan mesia massa lain sehingga membentuk 
rantai informasi, yang menambah kekuatan pada dampaknya terutama dalam pembentukan 
citra politik dan opini publik yang berakhir kepada popularitas dan elektabilitas dalam konteks 
pemilu.   
Kekuatan pada media berupa jangkuan, aneka ragam pesan, pembentuk agenda, media 
sebagai rantai penghubung, berada dimana-mana, kumpulan beragam pesan dan keseragaman 
antar pewarta akan membuat media semakin penting dan strategis dalam komunikasi politik 
dan pembentukan citra dan opini publik. Ketika penguasaan atas media dimiliki suatu 
kalangan, maka akan mudah bagi mereka menggiring maksud dan tujuan politiknya karena 
bagi mereka kesepahaman telah disepakati oleh publik sebagai penerima informasi. Pada 
akhirnya setiap program komunikasi mengarah pada efek yang hendak diraih, jika begini hasil 
pemilu menjadi bias dan jauh dari rasionalitas pemilih. Efek dari pencitraan politik terjadi 
pada diri individu penerima atau khalayak pencitraan, sebagai akibat dari pesan yang 
disampaikan secara langsung oleh politisi baik secara langsung ataupun dikutip dan 
disampaikan melalui media. Efek pencitraan dalam politik adalah opini publik, dan dalam 
prosesnya melalui sistem yang mekanistis, utamanya terjadi pada media. Opini yang terbentuk 
tersebut bukan saja semata melalui media, namun komunikasi antarpribadi juga memberikan 
porsinya secara simultan.   Sesungguhnya opini publik selain merupakan efek komunikasi 
politik pencitraan, opini publik juga sekaligus merupakan pesan dalam komunikasi massa yang 
demokratis. Efek itu terjadi pada diri individu-individu dalam khalayak, sebaliknya opini 
publik itu juga sekaligus merupakan pesan dalam bentuk umpan balik, sehingga pada 
posisinya, khalayak bertukar menjadi komunikator. Yang demikian tersebut menjadikan posisi 
aktor politik sebagai penerima pesan secara berkesinambungan.    
Televisi sebagai medium dari ruang publik, bukanlah medan pemenuhan selera 
segelintir kalangan yang berasal dari kelas-kelas sosial tertentu. Selera masyarakat sebenarnya 
dibentuk oleh industri media dengan segelintir konglomeratnya yang secara sadar dan sengaja 
memproduksi, menyebarkanluaskan, dan memasarkan budaya populer demi kepentingannya. 
Berawal dari permasalahan diatas, sudah saatnya masyarakat diberikan literasi media yang 
mumpuni untuk memberikan pemahaman budaya yang berkaitan langsung dengan media 
sehingga masyarakat yang lain pun sadar akan pentingnya berpikir secara komprehensif 
mengenai industri media maupun fenomena peran politis yang dimiliki media. Literasi media 
juga berguna sebagai alat untuk mengkritisi media dan sebagai upaya mengkonsumsi media 
secara bijak. Berbicara mengenai literasi media, penting untuk mengevaluasi regulasi 
mengenai kepemilikan media serta penguatan media pada aspek edukatif, terutama dalam hal 
meliterasi publik dalam berdemokrasi dan berpolitik. Pasal dalam Undang-Undang Penyiaran 
ataupun Pers diharapkan dievaluasi terutama pasal-pasal yang bersifat bias dan elastis karena 
dapat diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan yang menafsirkannya. Literasi kepada 
organisasi media juga penting dan harus dilaksanakan, karena akan sejalan menggiring budaya 
politik yang rasional pada masa pemilu.   
Klaim bahwa selera masyarakat menentukan isi televisi adalah mitos belaka. Faktanya, 
televisi merupakan penyebab utama selera penonton, di mana selera tersebut adalah cerminan 
dari selera pekerja dan pemilik media sehingga negara harus turun tangan untuk membentuk 
regulasi baru yang mengatur mengenai pentingnya literasi media sebagai alat ukur dalam 
mengkritisi media serta penegakan hukum, terutama Undang-Undang (UU) Penyiaran No. 32 
Tahun 2002 yang membatasi konglomerat media atas kesewenang-wenangannya menentukan 
dan membentuk budaya populer. Jika dikaitkan dengan norma dalam berkomunikasi massa, 
setidaknya media harus memegang nilai moral kebebasan yang bertanggung jawab 
sebagaimana bagian dari nilai kebebasan pers itu sendiri. Nilai kebebasan dalam negara 
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demokrasi dalam ruang pers tidaklah bebas tak berbatas, tetapi kebebasan yang harus 
dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut diaplikasikan pada cara kerja 
profesional dalam hal pengumpulan informasi dari lapangan maupun narasumber serta norma 
bebas kepentingan, baik kepentingan pragmatis maupun politis. Untuk itu, penting pula peran 
negara dalam mengaturnya dalam bentuk peraturan yang bukan bertujuan mengekang 
kebebasan pers, namun untuk menjaga kepentingan publik dalam hal informasi, edukasi, 
hiburan dan kontrol sosial.  Selain menguntungkan, media memiliki peran vital dalam 
membangun cara berpikir dan mengatur isu apa saja yang harus diperbincangkan oleh 
masyarakat. Kekuatan inilah yang memperkuat posisi media, khususnya televisi, dalam 
mempengaruhi apa saja pemikiran yang ada dibenak masyarakat. Maka pernyataan “Siapa 
yang menguasai media maka ia akan menguasai dunia” reliabel dengan hasil penelitian yang 
mengambil masa Pemilu Tahun 2019 di Indonesia. Publik dalam kesadaran atau tidak 
tersandera kebebasannya dalam menentukan pilihan pemimpinnya dalam pemerintahan, 
terutama pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dimana publik menerima informasi yang 
telah diseleksi oleh media, sesuai dengan kepentingannya.  
 Jika diibaratkan, pemilu merupakan arena olimpiade bagi jurnalis sekaligus media 
penyiaran untuk saling menunjukkan kemampuan dan performa terbaiknya agar pada 
puncaknya sebagai pemenang, sebagai penghibur, pemberi informasi dan pendidik bangsa, 
apalagi ini berkaitan dengan bagaimana demokrasi dijalankan. Performa terbaik media kala ini 
justru lebih mengarah pada mengkonstruksi pesan yang tendensius, syarat atas pesan 
terselubung yang pada akhirnya akan meciptakan pemahaman tertentu ditengah publik. 
Dengan demikian, media dapat dikatakan sebagai bagian dari institusi yang mencuri 
kebebasan pemilih dalam konteks pemilu, karena peran mereka secara normatif ternyata 
disisipi oleh sandiwara dalam menyampaikan pesannya.  
 
KESIMPULAN  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa media kala pemilu tidak serta merta 
menampilkan apa yang ingin diinformasikan, mereka memilih dan memilah mana yang akan 
ditampilkan. Media bukan cuma merekam gambar dan suara yang ada ditengah masyarakat. 
Mereka akan melakukan produksi ulang semua yang ditemukan di lapangan kemudian 
disampaikan ke khalayak dalam satu alur cerita. Bagi TV One dengan kecemasan atas jumlah 
pemirsa yang semakin terbatas, harus ada yang diluar dari biasanya, sefenomenal mungkin 
agar target rating tinggi dapat terpenuhi, pemilu merupakan saat yang tepat. Hal ini sejalan 
dengan temuan Ross Tapsel yang mengungkapkan bahwa media meraup untung besar pada 
pemberitaan politik, apalagi saat khalayak menaruh perhatian lebih pada saat proses pemilu 
sedang berlangsung. Lain halnya dengan Metro TV yang sudah jauh lebih lama berkutat 
sebagai media televisi berita, sikap militansi yang tinggi pemilik media yang berjuang diarena 
politik menjadikan media besutannya sebagai alat perjuangan kekuasaan.    
Penyelenggara Pemilu ada Tahun 2019 yang tak jauh berbeda kewenangannya pada 
Pemilu Tahun 2014, hanya pada Bawaslu memiliki kewenangan pada penindakan pada proses 
pemilu, termasuk didalamnya pada Masa Kampanye. Namun, penindakan pelanggaran masa 
kampanye hanyalah bersifat prosedural, kurang substansial. Terlihat pada kerangka 
penindakan hanya pada Alat Peraga Kampanya (APK), Pengaturan Spot Iklan Kampanye, 
sementara pada konteks demokrasi prosedural, penting pemilih teredukasi dalam menentukan 
pilihan. Ruang kosong penataan media dalam pemilu ini menyandera masyarakat dalam 
berperilaku ketika pemilu.  
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